
Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 68 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PEMUSNAHAN ARSIP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 28 

ayat (4) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Kearsipan, maka dipandang perlu untuk 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemusnahan 

Arsip. 

1. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 

1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota

Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan ~mbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 
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4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. 

7. 

8. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5149); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
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Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5286); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5357); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar 

Tahun 2016 Nomor 4); 

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar 

Tahun 2017 Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 

2016 Nomor 4). 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMUSNAHAN 

ARSIP 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian dan Istilah 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Blitar 

2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar. 

3. Walikota adalah Walikota Blitar. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ANRI adalah 

lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang 

melaksanakan tugas negara dibidang kearsipan yang berkedudukan di 

Ibukota Negara. 

6. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan 

tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan 

kearsipan. 

7. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah yang memiliki fungsi, tugas, 

dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan 

kearsipan di daerah. 

8. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada Perangkat Daerah atau pencipta 

arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan 

kearsipan. 

9. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai 

tugas dan tanggung ja.wab mengolah arsip yang tercipta secara organis 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

10. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 
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11. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas 

dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang 

pengelolaan arsip dinamis. 

12. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. 

13. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 

kegiatan pencipta arsip dan disimpan selamajangka waktu tertentu. 

14. Pengelola Arsip Dinamis adalah orang yang bertanggung jawab dan 

mempunyai wewenang dalam proses pengendalian arsip secara efisien, 

efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, 

serta penyusutan arsip. 

15. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis 

secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, 

dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. 

16. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena 

memiliki nilaiguna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan 

berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung 

maupun tidak langsung oleh ANRI dan/ atau lembaga kearsipan. 

17. Arsip Statis Berskala Kota adalah adalah arsip statis dari kegiatan 

dan/atau peristiwa yang dihasilkan pencipta arsip yang memiliki yuridiksi 

kewenangan kota, organisasi perangkat daerah, penyelenggara 

pemerintahan daerah, BUMD, Perusahaan, organisasi kemasyarakatan, 

dan perorangan yang berskala kabupaten/kota. 

18. Arsip Statis Berskala Nasional adalah arsip statis dari kegiatan dan/atau 

peristiwa yang dihasilkan pencipta arsip yang memiliki yuridiksi 

kewenangan secara nasional yaitu: Lembaga Negara, BUMN, Perusahaan, 

organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan perorangan yang 

berpengaruh terhadap kepentingan nasional. 

19. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan 

yang dibuat dan/ atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

20. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang 

berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau referensi, 

jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan 
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suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 

21. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara 

pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke Unit Kearsipan, 

pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip 

statis kepada lembaga kearsipan. 

22. Pemusnahan arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang tidak 

memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya dan berketerangan 

dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip, tidak ada peraturan 

undang-undang yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian 

proses suatu perkara. 

23. 

24. 

Series/Jenis Arsip adalah unit informasi arsip yang diatur, dikelola sebagai 

satu unit informasi berdasarkan kesamaan subjek atau fungsi, kegiatan, 

bentuk atau adanya keterkaitan informasi. 

Penilaian arsip adalah proses menentukanjangka waktu simpan dan nasib 

akhir arsip dilihat dari aspek tugas dan substansi informasinya, serta 

karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah

langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. 

25. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya 

bagi kepentingan pengguna arsip. 

26. Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip 

bagi kepentingan pencipta arsip; 

27. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan 

arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan 

kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan 

memori kolektif bangsa. 

28. Nilai Historis adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang 

dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang 

bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi 

dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa 

dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai 

orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya. 
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Bagian Kedua 

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam 

rangka pemusnahan arsip bagi pencipta arsip dan LKD. 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan : 

a. mewujudkan terciptanya dan tersedianya arsip di seluruh perangkat 

daerah dengan baik, benar, dan autentik dan terpercaya sebagai alat bukti 

yang sah; 

b. mendorong terwujudnya pengelolaan ars1p yang andal dalam rangka 

melindungi kepentingan negara dan masyarakat; 

c. mewujudkan keberlangsungan Penyelenggaraan Kearsipan Daerah sebagai 

suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; dan 

d. menjamin keselamatan dan keamanan arsip Pemerintah Daerah. 

Pasal 4 

Ruang lingkup Pedoman Pemusnahan Arsip meliputi : 

a. Bab I : Pendahuluan; 

b. Bab II : Ketentuan Umum; 

c. Bab III: Prosedur dan Kewenangan Pemusnahan Arsip; dan 

d. Bab IV: Mekanisme Persetujuan Pemusnahan Arsip. 

BAB II 

PEDOMAN PEMUSNAHAN ARSIP 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

Pemusnahan arsip dilaksanakan berdasarkan: 

a. prinsip pemusnahan arsip; 

b. kriteria arsip yang dimusnahkan; dan 

c. pelaksana pemusnahan. 
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Bagian Kedua 

Prosedur Pemusnahan Arsip 

Pasal 6 

( 1) Prosedur pemusnahan arsip melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Pembentukan panitia penilai; 

b. Penyeleksian arsip; 

c. Pembuatan daftar arsip usul musnah; 

d. Penilaian oleh panitia penilai; 

e. Permintaan persetujuan pemusnahan dari pimpinan pencipta arsip; 

f. Penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan 

g. Pelaksanaan pemusnahan arsip. 

(2) Ketentuan mengenai prosedur pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan ini. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 17 September 2020 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

Ttd. 

Rudy Wijonarko 

Ditetapkan di Blitar 

Pada tanggal 17 September 2020 

WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTOSO 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 68 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI, 

AHMAD TOBRONI, S.H 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19670909 199803 1 008 . 
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A. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

LAMPIRAN · 
PERATURAN WALIKOTA BLITAR 
NOMOR 68 TAHUN 2020 
TENTANG 
PEDOMAN PEMUSNAHAN ARSIP 

Setiap lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, 

perusahaan, serta organisasi kema~yarakatan dan politik dalam 

penyelenggaraan kegiatan tidak lepas dari penciptaan arsip. Arsip sebagai 

rekaman kegiatan lembaga-lembaga tersebut mempunyai manfaat sebagai 

bahan pengambilan kebijakan, bukti akuntabilitas kinerja, memori dan 

identitas serta bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Untuk itu, arsip harus 

dikelola, dipelihara dan diselamatkan agar arsip dapat dimanfaatkan 

seluas-luasnya untuk kepentingan publik dan kemaslahatan bangsa. 

Namun demikian, tidak semua arsip disimpan selamanya sebagai arsip 

statis. Sebagian besar arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna, telah 

habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal 

Retensi Arsip (JRA), tidak ada peraturan perundang-undangan yang 

melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara 

harus dimusnahkan. 

Tujuan pemusnahan arsip antara lain adalah untuk efisiensi dan 

efektivitas kerja, serta penyelamatan informasi arsip itu sendiri dari pihak

pihak yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Tentu yang menjadi 

pertimbangan mendasar dalam pemusnahan arsip yaitu harus 

memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, 

bangsa, dan negara. Terjadi kontradiksi di lapangan, di satu sisi arsip 

terus menumpuk karena tiadanya kegiatan pemusnahan. Di sisi yang lain, 

terjadi pemusnahan arsip tanpa mengacu prosedur yang benar. Atas dasar 

fakta tersebut perlu dicarikan solusi yang tepat agar pelaksanaan 

pemusnahan arsip dapat terlaksana efektif dengan prosedur yang benar. 

Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan bahwa: 

"Setiap Lembaga Negara dan lembaga yang terkena kewajiban berdasarkan 

undang-undang ini dilarang melaksanakan pemusnahan arsip tanpa 

prosedur yang benar." 

- 1 -



SKEMA PERMINTAAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN ARSIP TANPA JRA 
BAGI PEMERINTAH DAERAH /BUMD 

( 1) Pengajuan Permintaan Persetujuan Pemusnahan Arsip 

Walikota/Pimpinan BUMD mengajukan surat permintaan persetujuan 

pemusnahan arsip tanpa JRA, dilengkapi dengan : 

a. Surat pertimbangan dari panitia penilai arsip instansi. 

b. Daftar Arsip Usul Musnah dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 

1 
(2) Penilaian/ Penelahaan Surat Beserta Daftar Arsip Usul Musnah 

a. Kepala ANRI memberikan disposisi ke Deputi Bidang Konservasi 

Arsip untuk menindaklanjuti permintaan 

b. Deputi Bidang Konservasi Arsip: 

1. Melakukan koordinasi dengan LKD /Unit Kearsipan BUMD 

2. Penelaahan bersama arsiparis / Tim Penilai 

3. Pembuatan dan pengetikan konsep surat persetujuan 

pemusnahan arsip serta telaah Pemusnahan Arsip . 

4. Melaporkan hasil penelaahan kepada Kepala ANRI disertai 

konsep surat persetujuan pemusnahan ars1p yang akan 

ditandatangani Kepala ANRI. 

1 
(3) Pemberian Persetujuan Pemusnahan Arsip oleh Kepala ANRI 

Apabila konsep surat persetujuan pemusnahan arsip disetujui maka 

Kepala ANRI memberikan tanda tangan persetujuan untuk 

selanjutnya digunakan Walikota/Pimpinan BUMD sebagai dasar 

penetapan arsip yang dimusnahkan. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI, 

r}{ 
AHMAD TOBRONI, S.H 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19670909 199803 1 008 

25 

WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTOSO 
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